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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR A1 TAHUN 52015

TENTANG |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang . :

-‘Mengi-ngat o

NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa dalam “rangka mendorong pelaksanaan
‘pembangunan perlu- dilakukan penyederhaan proses
" perizinan bangunan;

~ b. bahwa dalam rangka rﬁenyederhanakan prosedur  Izin

Mendirikan Bangunan -maka perlu . menghapus
mekanisme Advise Planning;

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana tersebut
‘huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
-Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
‘Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang“
Bangunan;

1. 'PaSal 18 "Ayat (6) Undang-Undang Negara Repubhk

- Indonesia Tahun 1945;

-~ 2. Undang-Undang Nomor 13‘ Tahun 1950 tentang
- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten ‘dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
 Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia tahun 1981 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); . o

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang -
- Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran. »
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk»'

- Indonesia Nomor 3833); B

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang*

Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara_’
" Republik  Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor . 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone31a Nomor 4444),



Undahg-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik -
~ Indonesia Nomor 4725); .

Undang-Undang Nomor | 12 ‘Tahun 2011‘ tentang
Pembentukan . Peraturan.. - Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

~ Nomor 5234, Tambahan | Lembaran Negara Republik

10.

Indonesia Nomor 5234); | v .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah |(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

11.
12.

13.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3696),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonsia Nomor 4385); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan
. - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

- 14,

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia Nomor 4655);

- 15, .
* Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten: Karanganyar Nomor 12

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 21
Tahun 2009 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

‘Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 1).




Dengan Persetu_]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menétapkafi

dan
BUPATI KARANGANYAR .

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG =~ PERUBAHAN A'I‘AS
PERATURAN DAERAH - KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

' Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009

Nomor 21) diubah sebagai berikut: .

1. Ketentuan Pasal 7 dlubah sehmgga Pasal 7 berbunyl
sebaga1 bemkut v

(1)
(2)

(3)

Pasal 7
Rencana Tapak (Site Plan) harus sesuai dengan tanah
yang dimiliki berdasarkan surat bukti kepemilikan
tanah.
Dalam penerbitan rencana tapak (site plan) bagi

- pengembang perumahan dan atau yang lain

ditetapkan oleh Bupati/ Pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan

(2)  Pasal ini, meliputi keterangan tentang

peruntukan lokasi dan intensitas bangunan,

seperti kepadatan bangunan.

2. Ketentuan Pasal 39 dlubah se‘hinggav Pasal 39
"~ berbunyi sebagal berlkut : '

(1)

@

(3)
(4)
()
(6)

@

Pasal 39
Setlap orang dan/atau badan yang akan mendirikan
bangunan wajib memiliki IMB.
IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlberlkan
oleh Pemerintah Daerah
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus. - ' .
Ketentuan leblh lanjut mengenai penerbltan IMB _
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dlatur dengan

~ Peraturan Bupat1




o Dlundangkan di Karanganyar

C T Pasalll '
T Peraturan . Daerah ni mulal berlaku pada tanggal‘

- diundangkan. - — : e T
. Agar setlap orang _ mengetahumya memerlntahkan_»%‘.‘ PO
o pengundangan . Peraturan  Daerah ini dengan_lﬂ[_'l"i:jf
. penempatannya. dalam ' Lembaran Daerah Kabupaten RN

- . Karanganyar. ' '

Dltetapkan d1 Karanganyar g
. pada tanggal a3 %frmber 201.('
o o BUPATI KARANGANYAR
S ttd :
JULIYA’I‘MONO B

o pada tanggal go Vecember 2018

.‘_«‘;;SEKRETARIS DAERAH

.' : TENGAH (27/2015)

ttd

DR SAMSI - - o | o Lo
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" NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA’? L
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I1.

PENJELASAN
-~ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
' NOMOR = TAHUN 2015 L
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN

UMUM

. ‘Pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah salah satu .
mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh sebab itu pemberian'
IMB harus memenuhi ketentuan teknis pendirian bangunan dan ketentuan
pemanfaatan ruang. Namun demikian, pelayanan IMB sebagai bentuk izin

teknis jangan sampai terhambat dengan adanya persyaratan pemanfaatan

ruang.

Oleh sebab 1tu dokumen keterangan rencana sebagal Salah satu
kelengkapan persyaratan pemanfaatan ruang agar diatur pada mekanisme
pemanfaatan ruang yang merupakan kewenangan dari Badan Koordinasi
Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD), sehingga tidak menghambat layanan

IMB bagi masyarakat, khususnya bagi pendirian bangunan diatas lahan -

yang berada pada tata ruang yang sudah jelas peruntukannya menurut _'

. Rencana Umum Tata Ruang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan mengenai
Keterangan Rencana (Advice Planning) perlu dihapus dari persyaratan IMB.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan :

‘ PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas

- Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR




